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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara geografi Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 2 wilayah isu strategis 

pembangunan yaitu wilayah utara yang disebut dengan pantura ( pantai utara ) dan 

wilayah selatan yang disebut sebagai pansel. Beragam kegiatan terkonsentrasi di 

wilayah utara Jawa Tengah yang terkenal dengan sebutan Pantura ( Pantai Utara ), 

ditambah lagi ibu kota provinsi, Jawa Tengah terletak di wilayah utara Jawa Tengah. 

Sehingga wilayah utara infrastrukturnya lebih bagus daripada wilayah selatan. 

Ketertinggalan infrastruktur jalan merupakan factor yang menyebabkan kondisi 

perekonomian jawa bagian utara dan selatan tidak seimbang (Sudaryadi,2007).  

Guna pemerataan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan 

pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS). Jalan Lintas Selatan melintasi Kabupaten 

Wonogiri, Purworejo, Kebumen, dan Cilacap, dengan panjang 212,6 kilometer. Jalan 

Lintas Selatan (JLS) menjadi jalur strategis untuk menyeimbangkan perkembangan 

utara dan selatan. Dipandang dari aspek ekonomi, diharapkan dengan adanya Jalan 

Lintas Selatan (JLS) dapat memacu  pertumbuhan ekonomi. Dari potensi wilayah, 4 

(empat) kabupaten yang dilintasi oleh Jalan Lintas Selatan (JLS) mempunyai potensi 

yang dapat dikembangkan. Baik itu potensi perikanan laut, wisata pantai, pertanian, 

perindustrian maupun bidang yang lain. 

Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah (JLS) merupakan bagian 

rencana strategis ( Tahun 2016 – Tahun 2021 ) Provinsi Jawa Tengah untuk 

mengembangkan potensi wilayah selatan pulau Jawa. Pembangunan Jalan Lintas 

Selatan bertujuan (1) untuk mendorong perkembangan wilayah selatan Jawa Tengah 

yang kenyataannya lebih tertinggal dibandingkan dengan wilayah tengah atau utara 
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Jawa Tengah, (2) untuk mengembangkan potensi daerah wilayah selatan secara 

optimal, (3) untuk menyediakan infrastruktur aksesbilitas wilayah yang memadai guna 

menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain. (Sudaryadi, 2007). 

Pembangunan infrastruktur mampu memfasilitasi warga mengelola sumber daya 

alam dan akses untuk menciptakan proses produksi sehingga memberikan 

kesejahteraan bagi warga setempat. Selain berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial 

masyarakat dalam mobilitas , juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian warga. 

Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Wonogiri melintasi 3 

(tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Giriwoyo, Kecamatan Giritontro dan Kecamatan 

Pracimantoro. Salah satu tujuan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) untuk 

menghindari kemacetan di Kabupaten Wonogiri. Selain itu, JLS juga sebagai jalur 

alternative Provinsi DIY – Provinsi Jawa Tengah – Provinsi Jawa Timur. Kondisi jalan 

yang lebar dan halus merupakan daya tarik bagi para pengguna jalan. Terlebih jarak 

yang ditempuh membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan jalan utama. 

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyampaikan Pemkab Wonogiri membuka 

pintu bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di daerah selatan, terutama industri 

pertambangan, peternakan maupun pengolahan hasil peternakan. Komitmen tersebut 

dipertegas dengan disahkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2020-

2040, melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri Juni Tahun 2020. Adapun 

Wonogiri selatan yang direncanakan menjadi kawasan industri diantaranya Kecamatan 

Giriwoyo, Kecamatan Giritontro dan Kecamatan Giritontro. Ketiganya terlintasi Jalan 

Lintas Selatan sehingga memudahkan bagi investor untuk kegiatan transportasinya. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 

5, disebutkan bahwa jalan memiliki beberapa peran, yakni :  

1. Sebagai prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, 
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sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

2. Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

3. Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat 

seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 tersebut, dapat dikatakan 

bahwa jalan sesungguhnya memainkan peran yang sangat vital bagi kelangsungan 

dan perkembangan berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial 

dan ekonomi. 

Ada empat alasan pokok yang  dapat dikemukakan tentang pentingnya 

pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan, yaitu : 

1. Pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini 

merupakan salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat dan negara adil dan 

makmur. 

2. Pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, dan infrastruktur sains 

secara langsung akan mempengaruhi iklim investasi. Pertumbuhan kapital dan 

aliran investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung. 

3. Infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial-

ekonomi rakyat satu daerah dengan daerah lainnya. 

4. Pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan nonfisik di sejumlah 

wilayah. Dalam rangka politik integrasi bangsa di bidang sosial dan ekonomi 

tantangan bagi pemerintah ialah membangun. Sebab  isolasi fisik akan membawa 

dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi pada wilayah-wilayah.  
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Pembangunan jalan memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pada jangka pendek 

berefek  menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi. Sedangkan pada jangka 

menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas 

sektor-sektor terkait. Infrastruktur sepertinya menjadi jawaban dari kebutuhan negara- 

negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu 

penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya 

pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta  merendahkan biaya 

aktifitas investor dalam dan luar negeri (J’afar M, 2007). 

Pembangunan jalan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan sarana 

prasarana transportasi. Transportasi mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan 

manusia. Beberapa fungsi transportasi meliputi : 

 Membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu 

daerah/negara. 

 Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya yang lain untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. 

 Sarana masyarakat untuk saling berinteraksi. 

 Transportasi dapat menghindarkan adanya isolasi dan merangsang perkembangan 

pada semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri, maupun pertanian. 

Adapun manfaat transportasi di bidang ekonomi adalah sebagai berikut : 

 Transportasi dapat memperluas pasar dalam pemindahan bahan baku dan barang 

jadi. Dengan adanya transportasi akan memungkinkan perpindahan barang dari 

tempat produksi kepada konsumen. 

 Membantu mobilitas tenaga kerja dan modal. Layanan transportasi mempermudah 

perpindahan tenaga kerja dan faktor produksi lain dari satu tempat ke tempat lain. 



 

5 
 

 Transportasi mampu menjaga stabilitas harga, mencegah kenaikan harga karena 

sulitnya penyebaran barang. Dengan transportasi yang lancar, ketersediaan barang 

terjaga sehingga harganya pun stabil. 

 Pergerakan roda perokonomian yang saling berkesinambungan antara sektor 1 dan 

sektor lainnya.  

Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya. 

Transportasi membantu mempertemukan satu orang dengan yang lain dari satu tempat 

menuju tempat lainnya. Adapun manfaat transportasi di bidang sosial adalah : 

 Membantu pemenuhan kebutuhan hidup manusia di suatu daerah, mulai dari 

makanan, minuman serta berbagai alat kebutuhan lainnya. 

 Membantu proses interaksi manusia antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. 

 Mempercepat perpindahan manusia, memudahkan pertukaran informasi antar 

daerah, dan mempermudah mobilisasi masyarakat dalam jumlah banyak. 

 Transportasi membantu meningkatkan standar hidup masyarakat. Karena 

transportasi membantu meningkatkan produksi sehingga standar hidup pun 

meningkat. 

 Transportasi juga meningkatkan penyebaran ilmu pengetahuan dengan kemudahan 

berpindah untuk belajar dan pengiriman tenaga pengajar. 

 Transportasi membantu penanganan bencana alam dalam kondisi darurat, 

transportasi berperan penting dalam menyalurkan bantuan. 

Berbagai masalah dan dampak sosial ekonomi selalu muncul seiring dengan 

munculnya proyek pembangunan pemerintah yang melibatkan masyarakat. Begitu juga 

dalam pembangunan infrasutuktur Jalan Lintas Selatan. Permasalahan yang selalu 

muncul diantaranya seperti, masalah pembebasan lahan, pembiayaan ganti rugi, lama 

relokasi, dan lain sebagainya. Sehingga pasti menimbulkan berbagai permasalahan 
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antara pihak pemilik lahan seperti warga dengan pemerintah mengenai sengketa 

pembebasan tanah. Selain itu dampak sosial ekonomi yang timbul baik pada saat 

pelaksanaan pembangunan maupun pasca pembangunan Jalan Lintas Selatan. 

Berdasarkan uraian diatas, kegiatan penelitian ini untuk mengamati dan 

mencermati dampak sosial ekonomi pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di 

Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “ Dampak Sosial 

Ekonomi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Di Kabupaten Wonogiri “ Studi Penelitian di Wilayah Kecamatan Giriwoyo. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, disimpulkan rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah dampak sosial pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri ? 

2. Bagaimanakah dampak ekonomi pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui dampak sosial pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. 

b. Untuk mengetahui dampak ekonomi pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Secara Akademis 

 Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi yang 

berarti dan bermanfaat bagi ilmu pemerintahan khususnya bidang sosiologi. 
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b. Secara Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi 

pemerintah dan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah adalah kata-kata penting yang sering muncul dan menjadi 

kata kunci dalam penelitian ini. Berikut ini penegasan istilah yang ada dalam penelitian 

ini:  

a. Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) merupakan sistem sarana prasarana 

transportasi yang dibangun untuk mendorong kelancaran arus barang dan jasa, 

serta sebagai alat pemersatu maupun untuk mempermudah pengamanan ketahanan 

pangan di Wilayah Pantai Selatan Jawa. 

b. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

c. Dampak sosial adalah perubahan yang terjadi pada manusia maupun masyarakat 

yang diakibatkan karena adanya aktifitas pembangunan. Hal ini tentu dapat 

memberikan pengaruh pada keseimbangan sistem masyarakat baik pengaruh 

positif maupun pengaruh negatif.. Dampak sosial berupa aksesbilitas pendidikan, 

perilaku/gaya hidup, mutasi penduduk, kriminalitas dan interaksi yang terjalin di 

masyarakat. 

d. Dampak ekonomi adalah pengaruh positif atau negatif yang ditimbulkan oleh 

suatu kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan /pengurangan 

pendapatan masyarakat dan pemerintah. Yang didalamnya terdapat peluang 

adanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat. 
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F. Landasan Teori 

1. Pembangunan 

Pembangunan adalah sumua proses perubahan yang dilakukan melalui 

upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi 

Bratakusumah, 2005). Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang 

dikerjakan oleh pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat untuk menunjang 

pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, demografi, politik dan kewilayahan. 

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa,negara 

dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan 

haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar, artinya pemerintah baik pusat 

maupun daerah harus memperhatikan semua aspek pembangunan demi tercapainya 

tujuan pembangunan nasional (S.P.Siagian 2005).  

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat 

pula diartikan sebagai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya secara 

sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. 

Pembangunan berdampak sebagai transformasi bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya meliputi : 

1. Transformasi bidang ekonomi yang dimaksudkan adalah peningkatan dan 

pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga 

kontribusinya terhadap pendapatan daerah menjadi semakin besar. 

2. Transformasi bidang sosial dapat dilihat melalui pendistribusian 

kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya 

sosial dan ekonomi. 
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3. Transformasi bidang budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat 

kebangsaan dan nasionalisme, selain itu terjadi adanya perubahan nilai dan 

norma yang dianut masyarakat. 

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses 

pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan 

tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan 

merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi 

seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas 

mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mancakup aspek 

kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan 

keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan 

berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka 

mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih 

maju. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak secara 

berkesinambungan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia 

secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan 

penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila 

(Budiyanto, 2004). 

Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut :  

1.  Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam 

seluruh kegiatan pembangunan.  

2.  Pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3.  Subyek dan obyek Pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, 

sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan 

manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia. 

4.  Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. 

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban 

untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang 

menunjang. Kegiatan masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan 

pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam 

satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional 

(Budiyanto, 2004). 

Dapat disimpulkan pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses 

perbaikan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berlangsung terus 

menerus menuju keadaan yang lebih baik. Tujuan pembangunan ini adalah 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus memberikan 

manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan itu 

sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, diperlukan sarana 

dan prasarana penunjang, termasuk di dalamnya adalah prasaranan transportasi. 

Pertumbuhan perekonomian nasional yang terus meningkat harus diikuti dengan 

penyediaan infrastruktur jalan.  

Tujuan pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada 

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan Provinsi 

Jawa Tengah akan didorong melalui pembangunan infrastruktur, sektor jasa-jasa, 

sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-

sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan 
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strategis antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, 

Kawasan Perkotaan (megapolitan dan metropolitan), Kawasan Pariwisata serta 

Kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan 

minapolitan. 

Konsep dasar pembangunan daerah adalah proses pengarahan, pengerahan 

dan pengendalian dalam upaya pemanfaatan sumberdaya daerah berdasarkan 

kebutuhan dan kemampuan melalui kebijakan dan strategi terpadu secara internal 

dan eksternal. Proses pengarahan yaitu mengindentifikasi potensi dan 

merencanakan pemanfaatannya berdasarkan analisis kelayakan teknis, ekonomis 

dan sosial. Proses pengerahan yaitu menggerakkan lembaga-lembaga yang terlibat 

dalam upaya pemanfaatan sumberdaya melalui aliansi strategis (strategic alliance), 

kerjasama (cooperative) dan kemitraan (partnership). Proses pengendalian yaitu 

suatu upaya untuk memantau dan mengevaluasi untuk memberi umpan balik bagi 

penyempurnaan (Fasbir Noor Sidin, 2005). 

Dengan adanya pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat 

meningkat. Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan memperhatikan berbagai 

permasalahan, di antaranya: 

1. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia. 

2. Pemeliharaan daya dukung lingkungan. 

3. Pengendalian ekosisitem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi 

pembangunan. 

4. Pengembangan industri. 

5. Mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. 

Tujuan pembangunan menurut Todaro (2000)  adalah: 
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1.  Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi dari barang kebutuhan 

pokok (basic life-sustaining goods), yakni, pangan, pakaian, kesehatan dan 

perlindungan. 

2.  Meningkatkan taraf hidup (level of living), termasuk peningkatan pendapatan, 

ketersediaan lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik dan perhatian 

yang besar terhadap nilai-nilai kemanusiaan (self-esteem). 

3.  Memperluas jangkauan ketersediaan kebutuhan individu dan masyarakat 

melalui perbaikan dalam pola kerja dan menghindarkan masyarakat dari 

tekanan dan kesengsaraan hidup. 

Menurut Deddy T. Tikson (2005), ada 6 indikator keberhasilan 

pembangunan, yaitu : 

1. Pendapatan Per Kapita. 

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan 

salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi. 

2. Struktur Ekonomi. 

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan 

mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas 

sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan 

per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap 

pendapatan nasional akan meningkat terus. 

3. Urbanisasi. 

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang 

bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi 

dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama 
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dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa 

Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding 

lurus dengn proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi 

akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-

negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, 

sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar 

tinggal di wilayah pedesaan. 

4. Angka Tabungan. 

Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat 

dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. 

5. Indeks Kualitas Hidup. 

Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada 

umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf 

6. Indeks Pembangunan Manusia. 

Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata 

harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, 

SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung 

berdasarkan Purchasing Power Parity. 

Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) merupakan sistem transportasi yang 

diperlukan untuk mendorong kelancaran arus barang dan jasa, serta sebagai alat 

pemersatu maupun untuk mempermudah pengamanan ketahanan pangan suatu 

wilayah. Tujuan pembangunan Jalan Lintas Selatan adalah untuk mengurai 

kemacetan di Pantura, membuka aksesbilitas wilayah serta mendorong kemajuan 

perekonomian ditandai masuknya investor ke daerah. 
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2. Jalan Lintas Selatan (JLS) 

Gambar 1 

Jalan Lintas Selatan (JLS) di Jawa Tengah 

 

Undang undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan, menjelaskan bahwa 

pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan 

kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan di Indonesia harus 

didasarkan pada asas kemanfaatan keselarasan dan keseimbangan, keadilan, 

transparansi dan akuntabilitas, keberdayaan dan keberhasilgunaan, serta 

kebersamaan dan kemitraan. 

Pembangunan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antar 

daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan. Agar diperoleh suatu 

hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan optimal, di perlukan 
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pembangunan jalan secara terpadu dan bersinergi antar sektor, antar daerah dan 

juga antar pemerintah daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha.  

Pembangunan jalan yang bersifat strategis sangat diperlukan untuk 

mendukung berjalannya roda perekonomian antara lain untuk mendukung 

kelancaran distribusi barang dan jasa. Keberadaan infrastruktur strategis ini juga 

sebagai bentuk upaya meningkatkan keseimbangan/pemerataan pembangunan, 

sehingga kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat semakin diminimalkan. 

Pembangunan Jalan Lintas Selatan termasuk infrastruktur strategis yang 

dikembangkan. Seperti halnya infrastruktur dalam pengertian luas, jalan adalah 

salah satu infrastruktur yang sangat penting guna menunjang kegiatan ekonomi. 

Pembangunan jalan merupakan infrastruktur wilayah yang sangat dibutuhkan 

untuk kelancaran arus faktor produksi maupun pemasaran hasil produksi (Tulus 

Tambunan, 2006).  

Jalan sebagai sarana transportasi mutlak diperlukan untuk menunjang 

pembangunan yang semakin komplek, tidak terkecuali dengan Kabupaten 

Wonogiri yang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang 

terlewati oleh Jalan Lintas Selatan ( JLS ) Pulau Jawa. Untuk melaksanakan hal 

tersebut perlu adanya aspek yuridis untuk memperkuat dan melengkapi aspek 

kelembagaan serta untuk mendapat dukungan secara luas dari seluruh lapisan 

masyarakat Jawa Tengah terhadap rencana pembangunan JLS maka diperlukan 

adanya landasan yuridis sebagai legitimasi kebijakan. Adapun legal formal yang 

menjadi dasar pembangunan JLS adalah sebagai berikut : 

1.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 620-306 tanggal 4 Nopember 1998 

Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Propinsi. 
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2.  Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 376/ KPS/ 

M/2004 tanggal 19 Oktober 2004 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut 

Statusnya Sebagai Jalan Nasional. 

3.  Kep. Gubernur Jawa Tengah Nomor : 620/08/2000 tanggal 24 Agustus 2000 

Tentang Penetapan Jalan-Jalan Kabupaten/Kota. 

4.  Rapat Koordinasi Terbatas Perencanaan Pembangunan antara Badan 

Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur dengan Badan Pembangunan 

Daerah Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Februari 2004 di Yogyakarta 

perihal rencana kegiatan bersama antara Pemerintah Jawa Timur dengan 

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2005. 

5.  Kesepakatan Bersama Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D I Y dan 

Jawa Timur No. 611.51/2 – HUK/2004; No.620/24/Desember/2004 ; No. 1 

Tahun 2004 ; No.119/0450 ; No.120.1/522/012/2004 tanggal 18 Februari 2004 

Tentang Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa. 

6.  Rapat Koordinasi Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di 

Surakarta tanggal 22-23 Desember 2004, yang menghasilkan Kesepakatan 

Bersama mengenai status jalan, fungsi jalan dan titik temu masing-masing 

perbatasan antar propinsi yang dilewati Jaringan Jalan Lintas Selatan. 

7.  Rapat Kerja/Dengar Pendapat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 

dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tanggal  2 

Juni 2004 di Jakarta. 

8.  Rakor Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa  di  Bandung  

pada tanggal 29-30 Maret 2005, yang menghasilkan Rancangan Keputusan 

Bersama Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D I Y, dan Jawa Timur. 
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9.  Rakor Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan di Provinsi Jawa  Tengah 

pada tanggal 26 April 2005 di Magelang yang menghasilkan Rancangan 

Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah, Bupati Cilacap, Bupati Kebumen, 

Bupati Purworejo dan Bupati Wonogiri. 

10.  Detail Engineering Design dan AMDAL Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah. 

 

11.  Kep.Men.PU Nomor : 369/KPTS/M/2005 tanggal 18 April 2005 Tentang 

Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional serta Lampirannya : II.13 A yang 

mencamtumkan peta Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai Rencana Jalan 

Strategis Nasional. 

12.  Kep.Men.PU Nomor: 280/KPTS/M/2006 Tentang Perubahan Kep.Men.PU 

Nomor: 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 

tanggal 24 Juli 2006. 

Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah melintasi di empat  kabupaten Jawa 

Tengah, kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, 

dan Wonogiri. Panjang JLS sendiri adalah sepanjang 212,25 Km di mana dari 

volume tersebut 101,96 Km di antaranya berada di Kabupaten Cilacap, 55,87 Km 

berada di Kabupaten Kebumen, 24 Km berada di  Kabupaten  Purworejo dan 30,40 

Km berada di Kabupaten Wonogiri. Jalan Lintas Selatan di wilayah Kabupaten 

Wonogiri dengan panjang 30,40 km ymelintasi Kecamatan Giriwoyo, Kecamatan 

Giritontro dan Kecamatan Pracimantoro. 

Kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan 

Jawa Tengah diperkirakan mencapai hampir 1,5 triliun rupiah. Rincian besarnya 

pembiayaan dapat di lihat dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel.1. Panjang Jalan dan Biaya JLS Menurut Kabupaten 

 

No. Kabupaten Panjang Km Biaya (Rp) 

1 Cilacap 101.98 676,736,814,458 

2 Kebumen 55.87 492,330,291,100 

3 Purworejo 24.00 165,085,991,000 

4 Wonogiri 30.40 154,442,248,000 

Total 212.25 1,488,595,344,558 

Sumber : Bina Marga Jawa Tengah 

Secara tidak langsung, keberadaan infrastruktur jalan akan mendukung 

produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek 

berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur jalan 

juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan 

infrastruktur jalan yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai 

aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional (Departemen 

Pekerjaan Umum, 2006). 

Menurut studi yang dilakukan oleh Danareksa, melalui pemanfaatan tabel 

input-output menyebutkan bahwa setiap pembangunan 100 kilometer jalan akan 

memberikan tambahan 0,20 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

menciptakan 69.000 lapangan kerja baru (Purbaya dan Edwin S, 2004). Sementara 

hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kebijakan Sekjen Kimpraswil 

tersimpulkan bahwa peningkatan penghematan biaya perjalanan sebesar 1 persen 

akibat meningkatnya kualitas jalan dapat meningkatkan PDRB rata-rata sebesar 

0,99 persen (Puska, 2004). 
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Rendahnya kualitas jalan di sejumlah wilayah tertinggal secara empiris lebih 

banyak disebabkan kendala struktural, yaitu belum diprioritaskannya wilayah 

tersebut karena dianggap belum memberikan dampak secara langsung bagi 

peningkatan PAD atau belum optimalnya dukungan pada sektor terkait.Wilayah 

tertinggal yang seharusnya mampu berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi 

regional menjadi kurang berkembang karena kurangnya akses ke daerah tersebut. 

Kurangnya fasilitas jalan membuat wilayah tertinggal menjadi “jauh” dari “pasar”, 

sehingga sulit berkembang untuk menjadi sentra produksi (Purbaya dan Edwin S, 

2004). Jika ini dibiarkan terus, maka rendahnya kinerja perekonomian wilayah 

serta persoalan kemiskinan struktural tidak akan pernah teratasi karena menurut 

strukturnya jumlah orang miskin terbesar justru berada di pedesaan (Joyo Winoto 

dan Hermanto Siregar, 2006). 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Tim Kajian Perencanaan Teknis 

dan Desain Jalur Jalan Lintas Selatan dari Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, di 

wilayah selatan sebenarnya terdapat sejumlah potensi sektoral yang tidak kalah 

dengan wilayah utara. Potensi sektoral tersebut meliputi potensi sektor industri, 

pertanian dan pariwisata yang tersebar di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo 

dan Wonogiri. Terdapat beberapa faktor yang menentukan kinerja perekonomian 

suatu daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerataan dan 

menanggulangi kemiskinan. Salah satunya yang sangat efektif adalah kebijakan 

yang dipilih (policy choice) dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

(Suharto, 2001). 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya pembangunan Jalan Lintas Selatan 

(JLS) memacu pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah selatan, antara lain:  

1. Menunjang distribusi yang akan melalui Pelabuhan Tanjung Intan. 
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2. Menumbuhkan investasi dan peluang kerja yang ada di wilayah selatan Jawa 

Tengah. 

3. Mempermudah dan memperlancar aksesbilitas antar moda di wilayah selatan 

Jawa Tengah. 

4. Membuka peluang pendekatan regionalisasi desentralistik yang merupakan 

inovasi dalam memperkaya pembangunan ekonomi daerah dengan 

mengedepankan komunikasi antar kabupaten untuk membangun kemitraan 

dalam mendorong perekonomian secara sinergis (Bina Marga Jawa Tengah, 

2006). 

Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Wonogiri adalah 

pembangunan yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain 

merupakan jalan nasional, pembangunan jalan lintas selatan di Kabupaten 

Wonogiri juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Wonogiri 

bagian selatan. 

Sifat pembangunan jalan lintas selatan di Kabupaten Wonogiri adalah tidak 

digunakan mencari keuntungan. Dikatakan tidak untuk mencari keuntungan karena 

pembangunan jalan di Kabupaten Wonogiri tersebut adalah diperuntukkan bagi 

seluruh lapisan masyarakat dan jika nantinya ada yang akan mendapat keuntungan, 

tiada lain adalah masyarakat tentunya. 

Selain bersifat tidak mencari keuntungan, pembangunan jalan di Kabupaten 

Wonogiri dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Propinsi Jawa 

Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Pusat sebagai 

pelaksana pembangunan fisik sedangkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai pelaksana pengadaan 

tanah/penyedia lahan. 
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3. Dampak Sosial Ekonomi 

Dampak sosial adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu 

kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan 

perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. 

Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, 

sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih 

buruk dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan. Dampak sosial berupa 

lapangan pekerjaan, polusi, mutasi penduduk, kriminalitas dan interaksi yang 

terjalin di masyarakat. 

Perubahan sosial budaya terhadap masyarakat meliputi cara bagaimana 

mereka hidup, bekerja, bermain, berinteraksi satu sama lain, mengatur hidup untuk 

memenuhi kebutuhan mereka dan menyesuaikan diri sebagai bagian dari anggota 

masyarakat. Maka manfaat sosial adalah segala hal positif, segenap kemudahan 

yang didapatkan dari hal tersebut seperti kemudahan masyarakat dalam mengatur 

hidupnya, kemudahan bekerja dan mendapatkan pekerjaan, kemudahan memenuhi 

kebutuhan hidup dan sebagainya. Pada aspek kultural, manfaat sosial juga meliputi 

penguatan norma, nilai, kepercayaan yang memandu dan merasionalisasi 

pengetahuan mereka dan masyarakat. 

Perubahan sosial yang terjadi dalam pola hidup bermasyarakat terjadi dalam 

hal pekerjaan sekaligus pendapatan, pola pikir yang terbentuk dan pemanfaatan 

infrastruktur sekitar oleh masyarakat setempat serta perubahan fisik lingkungan. 

Berdasar tipologi perubahan sosial, perubahan yang dialami masyarakat, perubahan 

ini tergolong dalam tingkat realitas  mikro karena hanya menyangkut perubahan 

secara individual dan kelompok kecil, perubahan tergolong cepat karena memberi 

dampak dalam aspek kehidupan ekonomi masyarakat. 
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Perubahan sosial dari aspek ekonomi, merupakan proses berubahnya sistem 

di masyarakat yang meliputi perubahan kehidupan perekonomian masyarakat 

tersebut. Hal tersebut meliputi perubahan mata pencaharian,perubahan penghasilan, 

bahkan sampai peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Dalam 

masyarakat maju atau pada masyarakat berkembang, perubahan- perubahan sosial 

dan kebudayaan selalu berkaitan erat dengan ciri dan bentuk perekonomiannya. 

Perubahan-perubahan bidang lain akan terjadi nanti sebagai akibat dari 

pembangunan ekonomi  dalam masyarakat. Perubahan diluar bidang ekonomi itu 

tidak dapar dihindarkan karena setiap perubahan akan mengakibatkan perubahan- 

perubahan bidang lain dalam masyarakat dan selalu terkait proses saling 

mempengaruhi secara timbal balik (Soekanto, 2012: 497). 

Menurut Suwarsono (2013), bahwa kehidupan sosial selalu berada terus- 

menerus dalam proses perubahan. Demikian pula yang diungkapkan oleh Soekanto 

(2012), bahwa setiap masyarakat pasti pernah mengalami perubahan, ini 

disebabkan tidak adanya masyarakat yang hidup secara terisolasi mutlak. Para ahli 

sosiologi mempercayai bahwa, masyarakat manapun pasti mengalami perubahan 

berlangsung puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. 

Untuk memahami perubahan sosial yang kompleks itu diperlukantipologi 

proses sosial. Tipologinya dapat didasarkan atas enam kriteria berikut: (1) bentuk 

proses sosial yang terjadi; (2) hasilnya; (3) kesadaran tentang proses sosial 

diakalngan anggota masyarakat bersangkutan; (4) kekuatan yang menggerakkan 

prose situ; selai itu diperhatikan (5) tingkat realitas sosial ditempat proses sosial 

itu terjadi dan (6) jangka waktu berlangsungnya proses sosial itu (Sztomka, 2007: 

12-13). 
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Dampak sosial budaya terhadap masyarakat meliputi cara bagaimana mereka 

hidup, bekerja, bermain, berinteraksi satu sama lain, mengatur hidup untuk 

memenuhi kebutuhan mereka dan menyesuaikan diri sebagai bagian dari anggota 

masyarakat. Maka manfaat sosial adalah segala hal positif, segenap kemudahan 

yang didapatkan dari hal tersebut seperti kemudahan masyarakat dalam mengatur 

hidupnya, kemudahan bekerja dan mendapatkan pekerjaan, kemudahan memenuhi 

kebutuhan hidup dan sebagainya. Pada aspek kultural, manfaat sosial juga meliputi 

penguatan norma, nilai, kepercayaan yang memandu dan merasionalisasi 

pengetahuan mereka dan masyarakat. 

Sebagaimana dampak sosial, ruang lingkup aspek manfaat sosial juga paling 

tidak mencakup aspek manfaat demografis, sosial ekonomi, psikologis, institusidan 

sosial budaya. Manfaat demografis meliputi perubahan struktur penduduk, 

pemindahan dan relokasi penduduk. Manfaat sosial ekonomi terdiri dari perubahan 

pendapatan, kesempatan berusaha, dan pola tenaga kerja. Manfaat institusi 

meliputi bertumbuh kembangnya fasilitas seperti perumahan, sekolah dan sarana 

rekreasi. Dampak psikologis dan sosial budaya meliputi integrasi sosial, kohesi 

sosial, keterkaitan dengan tempat tinggal yang semakin tinggi. 

Dari aspek sosial, dampak yang timbul akibat pembangunan jalan 

diperkirakan sebagai berikut : 

a. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pembebasan tanah, terutama 

menyangkut harga ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya dijadikan 

lahan pembangunan jalan. 

b. Konflik horisontal terjadi karena terjadinya sikap pro dan kontra di 

masyarakat terhadap rencana pembangunan. 
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Potensi munculnya persepsi negatif masyarakat terutama apabila kegiatan 

proyek menimbulkan dampak negatif terhadap aspek ekonomi, budaya, kesehatan 

dan lingkungan. Sikap/persepsi negatif yang  berakumulasi  dalam   jangka   waktu   

lama   akan  menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan 

konflik baik vertikal maupun horizontal. 

Perekonomian merupakan sistem keterkaitan aktivitas ekonomi  dari  para 

pelaku ekonomi dan kegiatan antar sektor yang ada di sebuah wilayah. Perubahan 

aktivitas yang dilakukan oleh salah satu pelaku ekonomi atau terjadi  pada  suatu  

sektor akan memberikan dampak keterkaitan langsung maupun tidak langsung 

terhadap perekonomian secara menyeluruh. 

Dampak ekonomi adalah pengaruh positif atau negatif yang ditimbulkan oleh 

suatu kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan /pengurangan 

pendapatan masyarakat dan pemerintah. Untuk menumbuhkan perekonomian di 

suatu daerah salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah  meningkatkan 

aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di dalam wilayah melalui jaringan 

transportasi. Dengan aksesibilitas transportasi di dalam wilayah masyarakat cepat 

melakukan aktivitasnya. 

Adapun tujuan diadakannya jalan adalah untuk memudahkan pengangkutan 

orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, melancarkan jalannya lalu 

lintas, membuka daerah-daerah yang terisolir, untuk pertahanan daerah dan untuk 

meningkatkan perekonomian (Fendi, 2009). Karena itu penetapan prioritas 

peningkatan ruas jalan perlu dilakukan sebagai program pengembangan jaringan 

jalan mutlak dalam menilai manfaat yang diberikan dari proyek pembangunan 

jalan tersebut. 
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Menurut Martius (2003), manfaat langsung pada proyek pengembangan 

jaringan jalan antara lain terdapatnya kenaikan hasil pertanian dan perkebunan 

karena kenaikan produktivitas tanah sebagai akibat dari bertambah baiknya sarana 

dan prasarana transportasi. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh 

masyarakat sebagai akibat lancarnya prasarana dan sarana transportasi akan 

meningkatkan kesempatan bekerja, bertambahnya kepadatan penduduk dan 

meningkatnya mobilitas penduduk. Investasi pada penetapan prioritas peningkatan 

ruas jalan sebagai program pengembangan jaringan jalan menunjukkan bahwa 

masyarakat mendapat keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Tanpa ada pembangunan atau investasi jalan hasil produksi meningkat 1% dalam 

kurun waktu 3 (tiga) tahun, sedangkan dengan adanya investasi/pembangunan 

jalan kenaikan produk mencapai 20% sesuai dengan kondisi dan karakteristik suatu 

wilayah (Adler, 1983 dalam Martius, 2003). 

Pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana pembangunan di daerah 

Jawa Tengah juga masih dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana 

memacu pertumbuhan ekonomi wilayah serta untuk mengatasi persoalan 

kemiskinan. Dua persoalan tersebut hingga saat ini masih menjadi permasalahan 

regional bagi perekonomian provinsi Jawa Tengah, karena kenyataannya 

dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, PDRB provinsi Jawa 

Tengah baik di lihat dari  sisi nilai maupun tingkat pertumbuhannya relatif lebih 

rendah. 

4. Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan 

Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 
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mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari 

Undang–Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan 

dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usaha nya 

memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita 

hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan 

pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita 

hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup. 

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:  

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.  

2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan 

sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha 

kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.  

3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk 

mencapai sejahtera. 

Ada beberapa indikator keluarga sejahtera berdasarkan Badan Pusat Statistik 

(2000), yaitu: 

1. Pendapatan. 

2. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga. 

3. Keadaan tempat tinggal. 

4. Fasilitas tempat tinggal. 

5. Kesehatan anggota keluarga. 

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan. 

7. Kemudahaan memasukkan anak kejenjang pendidikan 



 

27 
 

Konsep sejahtera menurut BKKBN, dirumuskan lebih luas daripada 

sekedar definisi kemakmuran ataupun kebahagiaan. Konsep sejahtera tidak hanya 

mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang ataupun keluarga sebagai entitas, 

tetapi juga kebutuhan psikologisnya. Ada tiga kelompok kebutuhan yang harus 

terpenuhi, yaitu: kebutuhan dasar, sosial, dan kebutuhan pengembangan. Apabila 

hanya satu kebutuhan saja yang dapat dipenuhi oleh keluarga, misalnya kebutuhan 

dasar, maka keluarga tersebut belum dapat dikatakan sejahtera menurut konsep ini. 

Konsep kesejahteraan tidak terlepas dari kualitas hidup masyarakat (Widyastuti, 

2012). 

Beberapa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang muncul akibat dari 

perkembangan sektor transportasi adalah: 

1. Perubahan biaya relatif dari sarana transportasi tertentu terhadap sarana 

transportasi lainnya. 

2. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. 

3. Peningkatan ketersediaan sarana transportasi. 

4. Peningkatan kualitas perjalanan (kecepatan, kenyamanan, kepercayaan) yang 

dihasilkan dari peningkatan kualitas sarana maupun teknologi 

infrastrukturnya. 

5. Pengaruh pada tata guna lahan akibat migrasi antar daerah dan perubahan pola 

pemukiman. 

6. Peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya juga mempengaruhi 

timbulnya perubahan pola dan struktur konsumsi masyarakat. 

7. Perubahan demografis (struktur usia dan gender). 

8. Perubahan perilaku operasional dunia usaha setempat. 
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Manfaat pembangungan jalan bagi kesejahteraan masyarakat dapat diukur 

dari peningkatan mobilitas dan efisiensi yang terjadi dalam masyarakat. Adanya 

peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan mendorong peningkatan lalu 

lintas orang, barang, maupun jasa-jasa baik oleh masyarakat setempat maupun 

mobilitas antar daerah. Dilihat dari dampak ekonomi akan menciptakan 

produktivitas angkutan jalan yang selanjutnya menghasilkan efisiensi biaya-biaya 

baik biaya transportasi rumah tangga non produksi maupun rumah tangga produksi 

(perusahaan). Peningkatan efisiensi berarti penghematan biaya per unit konsumsi 

atau produksi. Dengan demikian, manfaat total dapat diartikan bahwa dengan 

tersedianya jaringan jalan maka potensi daerah dapat lebih didayagunakan. Selain 

itu, manfaat total juga berasal dari peningkatan pendapatan dari sektor-sektor yang 

memasok input-input (tenaga kerja, modal, dan bahan baku) dalam pembangunan 

jalan. Peningkatan pendapatan berarti mendorong peningkatan daya beli 

masyarakat dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi. 

G. Definisi Operasional 

Judul penelitian ini adalah “ DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN 

JALAN LINTAS SELATAN (JLS) TERHADAP KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DI KABUPATEN WONOGIRI. (Studi Penelitian di Wilayah 

Kecamatan Giriwoyo) ”. Untuk memberikan landasan dan arahan yang jelas dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan judul penelitian ini dalam batasan 

operasional sebagai berikut : 

1. Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) 

Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) dalam penelitian ini adalah pembangunan 

Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.  
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Karena luas cakupan dari pembangunan Jalan Lintas Selatan maka dalam penelitian 

ini dibatasi hanya desa-desa yang dilalui pembangunan Jalan Lintas Selatan di 

wilayah Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri  yang menjadi pokok bahasan 

dalam penelitian ini. 

2. Dampak Sosial Ekonomi 

Dampak sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu 

kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan 

perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. 

Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan 

pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari 

sebelum adanya pembangunan yang dilakukan.  

Dampak sosial berupa aksesbilitas pendidikan, polusi, mutasi penduduk, 

kriminalitas dan interaksi yang terjalin di masyarakat. 

Dampak ekonomi berupa lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. 

3. Kesejahteraan Masyarakat 

Ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau 

kelompok dalam usaha nya memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. 

Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan 

mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian 

kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, keamanan dan 

ketentaraman hidup. 
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Tabel 2 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

Pembangunan 

Jalan Lintas 

Selatan (JLS) 

 Dampak Sosial : 

Aksesbilitas 

Pendidikan, 

Perilaku/Gaya hidup, 

Mutasi Penduduk, 

Kriminalitas, Interaksi 

Masyarakat 

 Dampak Ekonomi : 

Lapangan pekerjaan, 

pendapatan 

masyarakat 

 

 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif, yaitu dengan cara menafsirkan data yang ada dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi tentang dampak sosial ekonomi dengan adanya 

pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten 

Wonogiri. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran, penyajian laporan tersebut yang berasal 

dari naskah wawancara, observasi, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi 

lainnya (Moleong, 2014:11). Untuk mendapatkan mendapatkan informasi yang 

mendalam, suatu data harus mengandung makna. Makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak 

(Sugiyono, 2008:15). Suatu informasi atau data dapat didapat dari hasit tes dan 

 

 

 

Kesejahteraan 

Masyarakat 
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wawancara. 

2. Deskripsi Subjek  

a) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai 

sampel dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah wilayah di 

Kecamatan Giriwoyo yang terlintasi Jalan Lintas Selatan (JLS). Adapun 

informan yang dimaksud dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa 

maupun warga masyarakat yang terdampak secara langsung. 

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian kualitatif, maka peneliti 

menggunakan random sampling yakni, penelitian secara acak yang dianggap 

pantas dalam memnuhi kriteria tertentu. Sehingga peneliti menggunakan 11 

informan yang bersedia dijadikan narasumber dengan sumber utama yakni : 

1. Sekretaris Camat Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. 

2. Kepala Desa Platarejo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. 

3. 9 (sembilan) warga masyarakat di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten 

Wonogiri yang terdampak langsung Pembangunan Jalan Lintas Selatan 

(JLS). 

b) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri.. 

Karena Kecamatan Giriwoyo merupakan salah satu kecamatan dari 3 

kecamatan yang dilintasi Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Wonogiri, 

serta memiliki bentangan Jalan Lintas Selatan (JLS) paling panjang 

dibandingkan kecamatan yang lain. 

c) Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten 
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Wonogiri. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan pada bulan Oktober-

Desember 2020. Penelitian ini dilakukan bertahap di mulai dengan survei, 

observasi, wawancara, pengumpulan data, pengolahan data untuk penyusunan 

skripsi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berguna untuk memecahkan permasalahan yang 

dihadapi. Menurut Sugiyono (2015:223), “Data primer adalah sumber data 

yang diperoleh langsung dari subjek atau objek yang diamati”. Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara yang 

dilaksanakan secara langsung di wilayah Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten 

Wonogiri. Berikut ini data primer yang dilakukan: 

1) Observasi 

Menurut anwar sanusi (2012:111), observasi adalah cara pengumpulan 

data melalui proses pencatatan prilaku subyek dan obyek atau kejadian 

yang sistematik tanpa adanya pertanyaan ,Cara observasi yang di lakukan 

obyek dan subyek penelitian yang terkait dengan masalah yang akan di 

teliti. 

2) Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu, salah satu teknik 

pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak yang bersangkutan yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang diteliti di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. 
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b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2015:225) “Data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain 

atau dokumen”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diambil dari hasil wawancara dengan narasumber-narasumber 

terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Wonogiri, Dinas 

Perumahan Rakyat Kabupaten Wonogiri dan BPN Kabupaten Wonogiri. 

Disamping itu digunakan data sekunder yang berasal dari dokumen, media 

massa serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam sebuah pola, memilih mana yang 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan untuk 

mempermudah dalam memahami. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yang dipelopori oleh Miler dan Huberman yang dilakukan setelah 

melakukan wawancara dan hasil wawancara yang di anggap sudah memenuhi 

sebagai sumber penelitian. Berikut ini tahapan metode penelitian dari Miles dan 

Huberman yang diterapkan dalam penelitian ini: 

a. Koleksi Data 

Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara di wilayah Kecamatan 

Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri yang berasal dari beberapa narasumber. Selain 

itu untuk memperoleh data sekunder, peneliti mengadakan observasi di DPU 

Kab. Wonogiri, Dispera Kab. Wonogiri dan Setda Kab. Wonogiri. Setelah 
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selesai pengumpulan dan pengecekan data yang terkumpul, maka peneliti 

mulai masuk pada tahap analisis data selanjutnya yaitu kondensasi. 

b. Kondensasi Data 

Dalam kondensasi data, merujuk pada proses pemilihan (selecting),  

pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifiying), peringkasan 

(abstracting), dan transformasi data (transforming). 

 Selecting 

Peneliti melakukan pemilihan data-data yang berhasil dikumpulkan 

melalui wawancara dan observasi yang sesuai dengan rumusan masalah. 

 Focusing 

Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data sesuai dengan masing-masing 

rumusan masalah dalam penelitian dampak sosial ekonomi pembangunan 

jalan lintas selatan (JLS) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kab. 

Wonogiri. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. 

Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah. Data 

yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah dan tidak akan 

digunakan sebagai data penelitian disingkirkan. 

 Abstracting 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan 

pernyataan pernyataan dijaga sehingga tetap sesuai dengan batasan 

masalah. Jika data yang diperoleh sudah baik dan lengkap, maka data 

tersebut dapat dipergunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. 

 Simplifying dan Transforming 

Data yang sudah melalui beberapa tahap hingga tahap abstraksi data 

dalam penelitian selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam 
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berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau 

uraian singkat, serta menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas 

untuk menjawab permasalahan. 

c. Penyajian Data 

Setelah kondensasi data maka tahap metode penelitian selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan dalam melaporan hasil 

penelitian untuk dianalisis sesuai dengan tujuan yang dirumuskan supaya 

mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa grafik, tabel, bagan, flowchart, 

uraian singkat dan sejenisnya. 

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk melakukan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah bahas berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang diamati manjadi semakin jelas dengan adanya 

bukti-bukti yang konkrit dan valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Metode Miles dan Huberman, (2014). 
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Koleksi Data 
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Penyajian Data 
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Kondensasi Data 
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Kesimpulan 


